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KELIMA Masa kerja Tim Koordinasi Kemudahan, Pelindungan dan 

Pemberdayaan UMKM terhitung sejak tanggal ditetapkannya 

Keputusan Menteri ini sampai dengan terjadi perubahan atas 

Keputusan Menteri ini. 

KEENAM Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Februari 2022 

MENTER! KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

TETEN MASDUKI 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 

l. Sekretaris Kabinet;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Menteri Sosial;

8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Menteri Perhubungan;

10. Menteri Kelautan dan Perikanan;

11. Menteri Komunikasi dan lnfonnatika;

12. Menteri Perdagangan;

13. Menteri Perindustrian;

14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

15. Menteri Agama;

16. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
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17. Menteri Ketenagakerjaan;

18. Menteri Pemuda dan Olahraga;

19. Menteri Pertanian;

20. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

21. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif;

23. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

24. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;

25. Kepala Badan Pusat Statistik;

26. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

27. Kepala Badan Standardisasi Nasional;

28. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

29. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;

30. Sekretaris EksekutifTim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K)

31. Bank Indonesia;

32. Otoritas Jasa Keuangan;

33. Lembaga Perbankan (HIMBARA)/Bank Daerah;

34. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);

35. Fintech;

36. Seluruh Pemerintah Daerah terkait;

37. Seluruh Perguruan Tinggi terkait;

38. Yang bersangkutan.
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IV. Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Bidang Perkoperasian

Kemitraan Strategis UMKM masuk dalam Rantai Pasok Berbasis
Koperasi Modem 

I. Koordinator

II. Sekretaris

m. Anggota

Depu ti Bidang Perkoperasian

l. Sekretaris Deputi Bidang
Perkoperasian; 

2. Sekretaris Deputi Bidang Usaha
Mikro; 

3. Sekretaris Deputi Bidang Usaha
Kecil dan Menengah. 

1. Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Dalam Negeri; 

2. Kepala Biro Perencanaan,
Organisasi dan Kepegawaian
Kementerian Sadan Usaha Milik
Negara; 

3. Kepala Biro Perencanaan,
Kementerian Perindustrian; 

4. Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Perdagangan; 

5. Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Pertanian; 

6. Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Kelau tan dan
Perikanan. 
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